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Tahiwa Lnuk Merunjang selaksanaan wajib belajar pendidikan dasar
Whun dan meningkakan daya iampung bagi lulusan Sekolah Lanjutar
Vingsar Pemtama (SLTP), dipandang pe:ly menetapkar, pembukaan dan
~urezerian sekoich tahun relajarmn 199471905

L?ndnn_z-undnng Nomor 2 Tahun 1989:

3 Peratvian Pemerintah :
+ Nemor 27 Tahun 1990,
i, Nomor 28 Tabun 1990:
Nomor 29 Tahun 1990
Keputusan Presiden Republik Indonesia -
3. Neomor 44 Tahun 1974:
. Nomor 15 Tahun 1984 sehagn’ o Leverdp e M
diutzh terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
indonesia Nomor 61 Tunun 1995,
<. Nomor 96/M Tahun 1993;
g, Nonwor 16 Tahun 1994 sehagaimana (eluh diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonzsia Nomor 24 Tahun
:995;
d, Ceputusan M 5 adikan dan Kebudayaan :

Nomor L296/0/1978:
Nomor 0370/0/1978. °
Nomor 037" 197¢:
Tomre 090ryu; 1579:
Nem. : 0222b/0/ 1980;
Nowmer 087/0/1933;
Nomur 0172/0/1983.
Nomer 0173/0/1983:
Nomor 0262/0/1934:
Nomor 0248/U7/1985.
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Menviankan

2.0 2 uawh entar H2gara Pendayagunaan Aparatar-Heyara dengan suray

sesnr 8-.273/198 tanggal 20 Oktober 1995,

MEMUTUSKAN:

REPUTUSAN. MENTERI  PENDIDIKAN = i KEBUDAY 2. ;-
REPUBLIK  INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENUGFRIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994,1925

Pasal |
Membubs Taman Kinak-kanak (TK), Sckolah Menengah Pertama (SMP),
Sekoia. 2 ik Umum (SMA), dan Sckolah Mcnengah Kejuruan
(SMX) Negeri serta meregerikan SMP dan SMA Swasts tahun pelajaran

199471995 di beberapa Propinst di Indonesia sebagaimana tereantur dalam
Lampiean [ Keputusar ini.

Pasal 2

(1) Kedudutan, togas dag fungsi, susanan organisasi dan ta kerja
iera stukter organisasi ‘TK, SMP, SMA, dan SMX. Negeri
eoagrimana dimaksud dalam Pagal I, masing- masing adalak
sebagaimani ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan «an
Mubudayaar, :

a. Nornor 0296/0/1978;

0, tornor 0370/0/1978:

c. Nomor 0371/0/1978:
o Nome: 090/0/1979.
(" Sirukaur organisasi TK dan sekolah sebagaimanz dimaksud dalam

Pa:al 1, masing-masing sebagaimana tereantum dalam Lampiran I}

Keputusan ini,
Pasal 3

Menugaskan kepasis k., .. or Wiiayah Departeinen Pendidikan dan
Kerudavazn di Propiusi trtuk melaksanakan sembukazn oan penegerian
serolih sehazaimana dimaksyd “alamr Pasal | yang berada di wilayahnya

musinn.masi

Pasal 4

Biava unwilt pelnksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi
R N X R LTt PAggAAN yang sesuai sebagiimana tercantum dalam
heim T Lampiran | IKzputusan inj,



Pasal §

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumiah :

2 TR Megeri 92 buaii

b SMP Negeri ... ~ 3.991 buah:

> SMA Negeri s uai

o SMIK Negeri . 30 hmah;

2. SLIKK Negeri §3 bduzh:

f SMT Pertanian Negeri 43 buan:
STM Negeri 175 buah;

wwaig tersehar di 27 Propinsi di Indonesia.
Pasal §

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapksn di Jakaria
pada tanggal 26 Qktober 1995
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.<Ing. Wardiman Djojoncgero
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AN Yeputisan ing dizampaiban kepada

b Mesteri “opam i‘endayagunaan Aparatur Negara

Memes T olam Negen: '

; Qircicr Jemieeal Anzgaran Departemen Keuangan: ’
Kepala Daday Administrasi Kepegawaian Negasa:

Aepaia Badan D
o

emeriksa Kenangan;

sauimener Xepala Dacrah Tingkat I
Sekiwanys leadem], Dirckour Jenderal, Inspektur lenderal dan Kepaly Badan
feneiitian dan Pos

agembangan Pendidikan dan  Kzbud.
idikan dan Kebudayaan:
Sekretaris Direktorat Jenderal, Sckretaris |

Badan Peoneiitian d

7eln Cuian HNEKU.wa,
Regartemen Pay

nspekiors: jencerzi

2an Sakretads
an Pungembangan Pendidikan dan

‘Kebudayaan dalam
HAgRungan Dusariemen Pendidikan dan Kebudayaan: :
:\"‘"“f-" Fijras

+ Tirektur, Kepala Pusat'dan Dircktur Utama Perum  Balai Pustaka
ein Depaniemen chdid_lknn.da.n_.!(cbudayaan;
Repain Kantor Witayuh ;. z:temen Pendidikan dar; Kebudayai:
Direkiorat Perbendaharaan dar. Belanfa Negara;

Ranier Perbendaharaan dan '\as Negara sctempat;

Kaxnisi IX Dewan Perwakiln Rakyat Republik Indonesia:
uk dipergunakan seperiunya,

dRlen b

I Propinsi;

Seholah vang tersanghastan unty

uai uengan aslinwz

m dar Mutungan ~esyarakat
n Perdicikan dan Hebudayaar
giar Y envusunan Rancaagnr
Pe:rpggf;\_;z_q-l:ndnngﬁn
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'BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/ 71/ 2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENEk GAH ATAS NEGERI
(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang ! a. -bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan
pendataan pendidikan online periu adanya penataan T
kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) se Kabupaten Pinrang;

' b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana
dimaksud pada huruf a didasarkan pada kesenioran
pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se
Kabupaten Pinrang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
| dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
- Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844), ‘

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

. 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
¢ Nomor 4438);
S. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang .

Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi ~ Kewenangan Pemerintah  Kabupaten
Pinrang;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) se Kabupaten Pinrang diurut berdasarkan
kesenioran pendiriannya;

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

«t



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR  :'4(0 / 7|/ 2014
TENTANG :
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
" (SMAN) SE KABUPATEN PINRANG
No. | NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU LOKASI
KECAMATAN
1. | SMANEGERI 1PINRANG SMA NEGERI 1 PINRANG | WATANG
{ SAWITTO
2. SMA NEGERI 1 DUAMPANUA | SMA NEGERI 2 PINRANG DUAMPANUA
3. SMA NEGERI IMATTIRO SMA NEGERI 3 PINRANG MATTIRO
SOMPE SOMPE
4. | SMA NEGERI 1SUPPA SMA NEGERI 4 PINRANG SUPPA
5. | SMA NEGERI IPATAMPANUA | SMA NEGERI 5 PINRANG PATAMPANUA
6. | SMA NEGERI 2 PINRANG SMA NEGERI'6 PINRANG | TIROANG 6
7. | SMA NEGERI IMATTIRO SMA NEGERI 7 PINRANG MATTIRO BULU
BULU
8. | SMA NEGERI 1LEMBANG SMA NEGERI 8 PINRANG | LEMBANG
9. | SMA NEGERI 1CEMPA SMA NEGERI 9 PINRANG CEMPA
10. | SMA NEGERI 1LANRISANG SMA NEGERI 10 PINRANG LANRISANG
11. |'SMA NEGERI 3 UNGGULAN | SMA NEGER! 11 UNGGULAN | WATANG
PINRANG PINRANG

1

SAWITTO




